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Mengingat:

a.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 179/IV/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PAKET STRATEGIS PENUNJANG VISI MISI

KEPALA DAERAH TAHUN 2026
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

bahwa dalam rangka mewujudkan rencana aksi Program
Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2026 di bidang Pengadaan
Barang/Jasa, terdapat S (lima) paket strategis yang dapat
menunjang visi misi Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijjakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
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(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 7077);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

15.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

16.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2

19.

20.

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

: Paket Strategis Penunjang Visi Misi Kepala Daerah Tahun

2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

: Paket Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

sebagai dasar untuk reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
Probity Audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar.

: Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2026.
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: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :
a.

Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 87/1I/TAHUN
2026 tentang Penetapan Paket Strategis Penunjang Visi
Misi Kepala Daerah Tahun 2026; dan

. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor

154 /1II/TAHUN 2026 tentang Perubahan Atas Lampiran
Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 87 /11/TAHUN
2026 tentang Penetapan Paket Strategis Penunjang Visi
Misi Kepala Daerah Tahun 2026,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 13 April 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar
imen ini ditandatangani secara digital

@y doki

MUHAMMAD NATSIR ALI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 179/1IV/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PAKET STRATEGIS
PENUNJANG VISI MISI KEPALA DAERAH
TAHUN 2026

PAKET STRATEGIS PENUNJANG VISI MISI KEPALA DAERAH TAHUN 2026

No Nama Paket Jenis Perangkat Nilai (Rp.)
Pengadaan Pengadaan Daerah
1. Belanja Modal Pekerjaan Dinas 9.194.796.000
Bulldozer Pengadaan Pertanian
dan
Ketahanan
Pangan
2. Belanja Modal Pekerjaan Dinas 3.588.852.000
Excavator Pengadaan Pertanian
dan
Ketahanan
Pangan
3. Belanja Modal Pekerjaan Dinas 1.251.224.675
Bangunan Gedung Konstruksi Kesehatan
Kantor
(Pembangunan
Gedung CATHLAB)
RSUD K.H. Hayyung
4. Peningkatan Jalan Pekerjaan Dinas PUTR 956.250.000
Ruas Benteng- Konstruksi
Bontokalihara
S. Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Dinas PUTR 877.390.000
Appabatu — Konstruksi
Bakkarata — Gollek -
Bontomarannu
Total 15.868.512.675

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten

l§epulauan Selayar

en ini ditandatangani secara

MUHAMMAD NATSIR ALI
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